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PERATURAN DAERAH PROVINS! DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 1 TAHUN 2008 -

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

TAHUN 2007-2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS iIBUKOTA JAKARTA,

Menimbang

Mengingat

. bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 150 ayat (3) huruf e
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
periu membentuk Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Tahun 2007- 2012

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negafa
- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,

Tambahan Lembaran Negara Repubiik indonesia Nomor 4286);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran . Negara Republik  Indonesia
Nomor 4355); :

. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389);

. Undang-Undang Nomor 15 Tahun ‘2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Repubilk Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 2005 fentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang
Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4548);



10.

1.

12,

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Undang-Undang Nomor 268 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor €8,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan
Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4700);

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai lbukota Negara Kesatuan
Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4744),

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaam
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Mepublik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran "Negara Republik Indonesia
Nomor 4578); -

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 15G, Tambahan
Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentarg Pedoman
Pembinaan Dan Pengawasan Atas - Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593):

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan  Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4609);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemeriniah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4614); '

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Pengendalian dan - Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
(Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2007 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Penyusunan Rencana Pembangunan" Nasional {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4664)

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan
Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);
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Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Pemerintahan Daerah  {Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Repubiik
indonesia Nomor 4741); o

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 .tentang Rencana
Pemtangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2004 — 2009,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007:

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1999 féntang Rencana Tata Ruang
Wilayah (RTRW) Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran
Daerah Propinsi Daerah Ibukota Jakarta Tahun 1999 Nomor 23);

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Bentuk Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Dasrah dan Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta
(Lembaran Daerah Propinsi Daerah lbukota Jakarta Tahun 2007
Nomor 66);

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokaok
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Propinsi Daerah
Ibukota Jakarta Tahun 2007 Nomer 5); :

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAE:R/E;H PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
dan

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN

JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN._EOOY ~2012.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan;

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
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(1)

4

Pemerintahan Daerah Provinsi Daerah Khusus ibukota Jakarta adalah
penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta meriurut asas otonomi dan tugas

pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-fuasnya dalam sistem dan prinsip
Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebui-
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah Gubernur dan perangkat daerah

Provinsi DKI Jakarta sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah
Provinsi DKI Jakarta. I

Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daeréi.h Khusus Ebukota Jakarta.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Déerah Khusus fbukota Jakarta
selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai
unsur penyelenggara pemerintahan daerah Provinsi DKI Jakarta.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disihgkat SKPD adalah

satuan kerja perangkat daerah yang berada di lingkungan Pemerintah Provinsi
DKl Jakarta. :

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daérah yang selanjutnya disingkat
RPJIMD adalah dokumen perencanaan pembarngunan daerah untuk periode 5
(lima) tahun terhitung sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2012.

Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana
Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) adalah dckumen perencanaan daerah
untuk periode 1 (satu) tahunan.

Rencana Pembangunan Janggka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah,
yang selanjutnya disebut Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan
Kerja Perangkat Daerah untuk periode lima tahunan.

Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang
selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja
SKPD) adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk
periode satu tahun.

BAB i
ASAS DAN TUJUAN_
Pasal 2

RPJMD disusun berdasarkan asas.
a. demokrasi;

berkeadilan;

berkelanjutan;

berwawasan lingkungan, dan
kemandirian.

© oo T

RPJMD disusun secara sistematis, terarah, te;r.p_adu, terukur, menyeluruh dan
tanggap terhadap perubahan.



